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KEMENTERIAN KEUANGAN. Laporan
Keuangan. Bendahara Umum Negara.
Penyusunan. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 250/PMK.05/2012
TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

BENDAHARA UMUM NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk memberikan pedoman penyusunan
Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor  233/PMK.05/2011, Menteri
Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 08/PMK.05/2010 tentang Tata Cara
Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian
Bendahara Umum Negara,;

bahwa terdapat beberapa ketentuan yang diatur
dalam beberapa sub Sistem Akuntansi Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara yang mengalami
perubahan sehingga ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.05/2010
perlu disesuaikan;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan
Konsolidasian Bendahara Umum Negara;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 233/PMK.05/2011,;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
120/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Transfer Ke Daerah;
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor
230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor

235/PMK.05/2011 tentang  Sistem  Akuntansi
Pelaporan Badan Lainnya sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
/PMK.05/2012;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2010
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan
Pinjaman sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
/PMK.05/2012;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.05/2008
tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2012;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2012
tentang Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan
Belanja Lain-Lain;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2011 tentang  Sistem  Akuntansi
Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
/PMK.05/2012;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2012
tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
BENDAHARA UMUM NEGARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BUN, adalah
pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara

1.

umum negara.
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Konsolidasian adalah proses penggabungan antara akun-akun yang
diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan
lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat
disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah laporan keuangan yang
merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas
pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan Arus Kas, yang selanjutnya disingkat LAK, adalah laporan
yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode
tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi
aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat LRA, adalah
laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja,
transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang
pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan
pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
Catatan atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disingkat CalLK,
adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam
LRA, Neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan
transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk
menghasilkan data akuntansi.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disingkat SAPP,
adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi
mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai
dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah
Pusat.

Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut
SA-BUN, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi
keuangan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan
Pengguna Anggaran BUN.

Sistem Akuntansi Utang Pemerintah, selanjutnya disebut SA-UP,
adalah serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi meliputi
pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta
pelaporan posisi dan operasi utang pemerintah.
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Sistem Akuntansi Hibah yang selanjutnya disebut SIKUBAH adalah
serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi meliputi
pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta
pelaporan posisi dan operasi hibah pemerintah.

Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat
SA-IP, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan,
pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi investasi
pemerintah.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman, yang
selanjutnya disingkat SA-PPP, adalah serangkaian prosedur manual
maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi
penerusan pinjaman.

Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah, yang selanjutnya disingkat SA-
TD, adalah serangkaian prosedur manual maupun vyang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan,
pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi transfer ke daerah.

Sistem Akuntansi Belanja Subsidi yang selanjutnya disingkat SA-BS
adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi
mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai
dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas
transaksi belanja subsidi.

Sistem Akuntansi Belanja Lain-lain yang selanjutnya disebut SA-BL
adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi
mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai
dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas
transaksi belanja lain-lain.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya yang
selanjutnya disingkat SA-PBL adalah serangkaian prosedur manual
maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan
dan ikhtisar laporan keuangan badan lainnya.

Sistem Akuntansi Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat SA-TK
adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi
mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai
dengan pelaporan untuk seluruh transaksi penerimaan dan
pengeluaran serta aset dan kewajiban pemerintah yang terkait dengan
fungsi khusus Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara,
serta tidak tercakup dalam Sub Sistem SA-BUN lainnya.

Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut
UA BUN, adalah unit akuntansi pada Kementerian Kementerian
Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan
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